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Pendahuluan 

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memutuskan hubungan pernikahan, tetapi juga

membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian harta. Dalam sistem hukum

Indonesia, harta pernikahan dibagi menjadi harta bersama, yaitu aset yang diperoleh selama perkawinan, dan

harta bawaan, yaitu aset pribadi yang dimiliki sebelum menikah atau diperoleh melalui hibah, hadiah, atau

warisan. Pembagian harta bersama dalam perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dengan prinsip bahwa

harta bersama dibagi secara proporsional, sementara harta bawaan tetap menjadi milik pribadi. Namun,

kompleksitas sering muncul, terutama ketika terjadi renovasi atau peningkatan nilai aset pribadi selama

perkawinan, yang regulasinya belum diatur secara spesifik. Perselisihan terkait pembagian harta sering kali

menjadi isu sensitif yang memicu konflik emosional dan hukum di antara pasangan yang bercerai.
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Rumusan Masalah
1. Apakah renovasi aset pribadi termasuk dalam harta bersama pada kasus perceraian?

2.Bagaimana pengakuan renovasi aset pribadi sebagai harta bersama dalam kasus perceraian?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Data
diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam
(KHI), putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif,
dimulai dari prinsip umum yang terdapat dalam undang-undang sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah
hukum khusus terkait pembagian harta dalam perceraian. Pendekatan statute approach dipilih karena fokus pada
analisis peraturan hukum yang relevan dengan pembagian harta dalam perceraian, sedangkan case approach
digunakan untuk meneliti penerapan hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.
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Hasil dan Pembahasan
Apakah Renovasi Aset Pribadi Termasuk dalam Harta bersama dan Bagaimana Pengakuan Renovasi Aset
Pribadi Sebagai Harta Bersama

Pembagian harta dalam perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo sering menghadapi tantangan, terutama terkait penilaian
klaim aset yang diperoleh selama perkawinan. Klaim terhadap harta seperti perabot rumah tangga dan alat kesehatan sering
ditolak oleh pengadilan jika tidak didukung bukti yang memadai. Kejelasan pengelompokan antara harta bersama dan harta
bawaan menjadi kunci dalam mencapai keputusan yang adil. Salah satu isu krusial adalah renovasi terhadap harta bawaan,
yang hingga kini belum diatur secara spesifik dalam regulasi terkait status hukum aset pribadi yang direnovasi selama
perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pembagian harta dalam konteks renovasi aset pribadi dan
memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemahaman hukum serta perlindungan hak pasangan.

Secara umum, harta bersama mencakup semua aset yang diperoleh selama perkawinan, tanpa memperhatikan atas nama siapa
aset tersebut tercatat. Sementara itu, penghasilan dari aset pribadi yang meningkat selama perkawinan biasanya dianggap
sebagai bagian dari harta bersama. Dalam praktiknya, jika terdapat argumen tentang kontribusi masing-masing pihak terhadap
perolehan atau renovasi harta bersama, pengadilan akan mempertimbangkan bukti kontribusi tersebut dalam proses
pembagian. Renovasi terhadap aset pribadi tidak secara otomatis menjadi bagian dari harta bersama, kecuali ada bukti
perubahan legalitas atau kontribusi signifikan dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa renovasi tersebut merupakan
hasil usaha bersama.
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Dari penelitian terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo, ditemukan pola bahwa renovasi yang
dilakukan dengan dana bersama selama pernikahan umumnya diakui sebagai bagian dari harta bersama.
Pengadilan cenderung menggunakan prinsip kontribusi bersama untuk menentukan status hukum aset yang telah
direnovasi. Sebaliknya, jika renovasi dilakukan sepenuhnya menggunakan dana pribadi salah satu pihak, nilai
tambah biasanya tetap dianggap sebagai bagian dari harta bawaan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah
kurangnya bukti yang memadai dari pihak-pihak yang bersengketa. Banyak pasangan tidak memiliki bukti yang
cukup, seperti bukti pembayaran renovasi atau kontrak pekerjaan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang
perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama masih rendah, sehingga sering terjadi salah kaprah dalam klaim
aset. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih spesifik terkait status renovasi
harta bawaan. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik. Selain itu,
edukasi kepada masyarakat dan bukti kontribusi selama pernikahan sangat penting untuk memastikan pembagian
harta bersama yang adil. Hal ini tidak hanya melindungi hak masing-masing pasangan, tetapi juga hak-hak anak
yang harus dilindungi.
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KESIMPULAN
Renovasi harta bawaan selama pernikahan dapat diakui sebagai bagian dari harta bersama jika terdapat bukti kontribusi dari
kedua belah pihak, sedangkan nilai tambah dari renovasi yang sepenuhnya menggunakan dana pribadi salah satu pihak tetap
dianggap sebagai harta bawaan. Oleh karena itu, bukti yang memadai terkait kontribusi finansial maupun non-finansial
menjadi sangat penting dalam menentukan status hukum aset yang direnovasi, seperti contoh: Bukti Pembayaran atau Nota
Pembelian. Untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai
status renovasi harta bawaan, sehingga pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan konsisten. Selain itu, edukasi
masyarakat mengenai perbedaan harta bawaan dan harta bersama serta pentingnya dokumentasi kontribusi selama pernikahan
perlu ditingkatkan untuk mencegah kesalahpahaman dalam proses perceraian. Pembagian harta yang adil dan transparan tidak
hanya melindungi hak pasangan, tetapi juga melindungi hak-hak anak yang terlibat.
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